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Abstract 
This research aims to (1) examine or analyze the position of children resulting from unregistered marriages in political 
law in Indonesia, (2) examine or analyze the legal consequences of the inheritance rights of children born from 
unregistered marriages based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The type of 
research used is normative legal research by taking a statute approach and a case approach. The results obtained 
indicate (1) unregistered marriages are not recognized as legitimate children according to the law. However, the status 
of the child can change to legitimate if the parents submit a marriage confirmation to the religious court. The 
Constitutional Court Decision confirms the position of children from unregistered and legitimate marriages. (2) The 
legal consequences for illegitimate children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 are: 
Recognition of civil relations with biological fathers, inheritance rights equal to legitimate children, protection of civil 
rights of illegitimate children, and the impact on the practice of unregistered marriages. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji atau menganalisis kedudukan anak hasil dari perkawinan 
siri dalam hukum positif di Indonesia, (2) mengkaji atau menganalisis konsekuensi yuridis pada hak 
waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan 
perundang – undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh 
menunjukkan (1) perkawinan siri tidak diakui sebagai anak sah menurut undang – undang. Namun, 
Status anak tersebut bisa berubah menjadi sah apabila orang tuanya mengajukan isbat nikah ke 
pengadilan agama. Putusan MK menegaskan kedudukan anak dari perkawinan siri dan sah. (2) 
Konsekuensi yuridis terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
yakni: Pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, hak waris yang setara dengan anak sah, 
perlindungan hak – hak perdata anak luar nikah, dan dampak terhadap praktik perkawinan siri. 
Kata Kunci: Perkawinan Siri, Anak, Hak Waris. 

 
PENDAHULUAN 

Perkawinan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya 

menjadi bagian dari kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga merupakan pondasi awal 

terbentuknya institusi keluarga. Dalam konteks sosial dan agama, perkawinan dipandang sebagai 

langkah suci yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari setiap individu. Bagi mereka yang belum 

memiliki kesiapan tersebut, dianjurkan untuk menahan diri dengan cara berpuasa, sebagai upaya 

pengendalian diri dari perilaku menyimpang, seperti perzinaan yang dalam pandangan agama 

merupakan perbuatan keji. 

Tujuan utama dari perkawinan bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis, melainkan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan dilandasi nilai-nilai keagamaan. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk 
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membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain 

definisi ini, para ahli hukum juga memberikan pandangan bahwa perkawinan adalah hubungan sah 

antara pria dan wanita dalam jangka waktu panjang, selama mereka memenuhi syarat yang diatur 

oleh peraturan perundang-undangan. 

Di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pemenuhan ketentuan agama 

serta pencatatannya oleh negara. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap 

sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, pada 

kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi, atau 

yang lebih dikenal sebagai perkawinan siri. Perkawinan siri ini secara agama Islam dianggap sah 

apabila telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara hukum negara tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil (bagi non-Muslim). 

Fenomena perkawinan siri masih banyak dijumpai di berbagai daerah, dan biasanya dilakukan 

secara tertutup melalui tokoh agama tanpa melalui prosedur administratif negara. Padahal, 

pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai bentuk pengakuan hukum atas 

status pernikahan dan perlindungan bagi hak-hak istri dan anak. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, 

maka istri tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai istri sah menurut negara, begitu pula anak 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur 

bahwa pencatatan merupakan syarat administratif agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. 

Bahkan, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut 

dianggap tidak sah dalam perspektif hukum negara. Akibatnya, tidak hanya istri yang kehilangan 

hak-haknya, tetapi juga anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak memiliki kedudukan hukum 

yang jelas, khususnya dalam hal hak waris dan hak identitas. 

Dalam hukum Islam, seorang anak dinyatakan sah apabila lahir dari perkawinan yang sah. 

Begitu pula menurut Pasal 42 UU Perkawinan dan KUHPerdata. Namun dalam praktiknya, anak 

dari perkawinan siri kerap mengalami diskriminasi karena ketidakterlibatan negara dalam pengakuan 

resmi status perkawinannya. Untuk itu, pencatatan perkawinan menjadi aspek krusial dalam 

menjamin terpenuhinya hak anak atas identitas, hak waris, dan hak memperoleh perlindungan 

hukum lainnya. 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan siri masih banyak dilakukan oleh 

masyarakat, seringkali karena alasan budaya, ekonomi, atau ketidaktahuan akan pentingnya 

pencatatan hukum. Dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2023 misalnya, 

hanya 45,21% pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat resmi, selebihnya memilih menjalani 

perkawinan siri. Pemerintah daerah pun berupaya memfasilitasi proses isbat nikah agar pasangan-

pasangan tersebut dapat melegalkan perkawinannya secara hukum negara. 

Status anak yang lahir dari perkawinan siri menjadi isu yang sangat kompleks. Dalam sistem 

hukum Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau luar nikah dianggap sebagai 

anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari 

ayahnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi anak, terutama dalam hal 

identitas, warisan, dan hak sosial lainnya. 
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Namun, titik terang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- 

VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Putusan ini menandai 

perubahan paradigma dalam hukum keluarga di Indonesia, dengan memberikan pengakuan dan 

perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat. 

Dalam praktiknya, putusan MK ini telah digunakan sebagai dasar hukum dalam beberapa 

kasus. Salah satunya adalah kasus Ny. Mella Thamrin, yang menggugat pria yang diduga sebagai 

ayah biologis anaknya. Melalui tes DNA yang hasilnya positif, pengadilan memutuskan bahwa pria 

tersebut bertanggung jawab secara hukum terhadap anak itu. Kasus ini menjadi contoh konkret 

implementasi dari putusan MK yang memberikan harapan bagi perlindungan hak anak luar nikah. 

Putusan MK tersebut memperluas makna hubungan perdata antara anak dan ayah 

biologisnya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam sebelumnya membatasi hubungan waris anak luar 

kawin hanya dengan ibunya, kini melalui putusan MK, anak memiliki dasar hukum untuk menuntut 

hak waris dari ayahnya selama hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa hukum di Indonesia berkembang ke arah yang lebih responsif terhadap keadilan sosial, 

termasuk dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap anak-anak dari perkawinan yang tidak 

diakui secara administratif negara. 

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, topik mengenai perlindungan hak waris anak dari 

perkawinan siri menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 membuka ruang baru dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam hal 

pengakuan status anak dan hak-haknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan sebuah 

penelitian yang membahas “ANALISIS PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI 

NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG 

LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI” 

 
PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, 

Bagaimana kedudukan anak hasil dari Perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia. Kedua, 

Bagaimana konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan 

putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 
METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mempermasalahkan mengenai 

adanya norma kabur di dalam penelitian ini. Penelitian normatif juga dapat disebut sebagai 

penelitian doctrinal, yaitu oenelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang – 

undangan dan bahan pustaka. Dimana subjek studinya berupa hukum yang dikonsepkan sebagai 

norma atau kaidah menjadi pegangan atau acuan yang berlaku dalam masyarkat luas (Soekanto, dan 

Mamudji 2003:56). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (case Approach). 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sumber hukumnya berasal dari data 

primer, yakni UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak No. 

23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan data sekunder 

yang diperoleh dari studi kepustakaan. 
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Teknik penggunaan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan ( library research ) 

yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber – sumber hukum berupa undang – undang, 

buku – buku, jurnal, dan artikel terkait dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri dalam 

hukum positif serta konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri 

berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/201. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu Teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan mengenai kondisi atau 

fenomena nyata yang terjadi atau posisi dari proposisi hukum maupun non hukum yang ada di dalam 

bahan hukum sesuai dengan bahan dari pokok permasalahan yang dikasi secara yuridis kualitatif dan 

deksripsi terhadap isi maupun struktur hukum positif yang ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI 

Perkawinan merupakan institusi penting yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dalam 

masyarakat. Meskipun seharusnya dicatat secara hukum, praktik nikah siri— perkawinan sah menurut 

agama namun tidak tercatat secara resmi—masih banyak terjadi, terutama dalam konteks keagamaan 

umat Islam (Annisah, 2018:951). Menurut UU No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang lahir 

dari perkawinan sah antara suami-istri (Pasal 42). Anak ini berhak atas hubungan hukum penuh 

dengan kedua orang tua, termasuk hak waris, nafkah, dan pemeliharaan. Sebaliknya, anak luar kawin 

awalnya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). 

Namun, setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah yang dapat 

dibuktikan memiliki hubungan biologis dengan ayahnya juga diakui secara hukum, termasuk dalam hal 

waris dan nafkah, jika dilakukan melalui prosedur hukum. PP No. 9 Tahun 1975 menjabarkan 

status anak secara lebih rinci : (a) Anak dari perkawinan sah memiliki hubungan nasab dan hak 

perdata penuh, (b) Anak dari nikah siri harus diakui melalui proses hukum untuk mendapatkan status 

dan hak serupa, (c) Anak luar nikah dapat diakui oleh ayah biologis melalui penetapan pengadilan 

atau administrasi hukum. 

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang lahir dari 

perkawinan sah menurut syariat (Pasal 99). KHI tidak mengakui hubungan nasab antara anak luar 

nikah dan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya dihubungkan secara hukum dengan ibunya, 

meskipun bisa tetap mendapatkan perlindungan terbatas. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan 

bahwa hukum nasional lebih fleksibel dalam mengakui anak luar nikah melalui pembuktian biologis, 

sedangkan KHI tetap ketat dengan dasar syariat. Meskipun begitu, keduanya menekankan 

pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti identitas, nafkah, dan pendidikan. 

 
Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Undang- Undang Perkawinan 

Perkawinan siri diakui sah menurut ajaran Islam, namun bertentangan dengan Undang-

Undang Perkawinan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hal ini menimbulkan dilema karena 

bertabrakan dengan norma hukum negara dan kepentingan perlindungan anak (Isnalini, 2014:51). 

Sebagian masyarakat menganggap perkawinan siri sah karena sesuai agama, meskipun tidak 

tercatat secara hukum, untuk menghindari zina, terutama bagi pasangan yang belum siap menikah 

secara resmi. Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan agama, 

namun harus dicatat agar sah secara negara. Tanpa pencatatan, tidak ada akta nikah yang memiliki 

kekuatan hukum (Mansobal, 2021:79; Syamdan & Purwoatmodjo, 2019:454). 

Penelitian Kementerian Agama menunjukkan banyak perempuan dinikahi secara siri karena 
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tidak memenuhi syarat formal KUA (Bunyamin, 2023:6). Akibatnya, mereka dan anak-anaknya 

kehilangan perlindungan hukum seperti hak nafkah dan waris. 

Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam KHI 

Perkawinan siri sah menurut agama Islam, tetapi tidak diakui dalam sistem hukum negara 

Indonesia. Hal ini menimbulkan dilema karena terjadi benturan antara norma agama, hukum positif, 

dan perlindungan hak anak (Isnalini, 2014:51). Bagi sebagian masyarakat, perkawinan siri dianggap 

sah karena sesuai ajaran agama, meskipun tidak dicatatkan di negara. Praktik ini sering menjadi jalan 

keluar untuk menghindari zina, tetapi menimbulkan masalah hukum dan sosial, terutama terkait 

status anak. 

UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan sah bila sesuai agama, namun tetap 

wajib dicatat agar sah menurut negara. Tanpa pencatatan, tidak ada akta nikah sebagai bukti hukum 

(Mansobal, 2021:79; Syamdan & Purwoatmodjo, 2019:454). 

Secara hukum positif, perkawinan siri tidak mengikat secara hukum. Anak yang lahir dari 

hubungan ini hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu, bukan ayah biologis (Pasal 43 ayat 

1 UU Perkawinan), sehingga hak waris dan perwalian tidak otomatis diberikan. Penelitian Kemenag 

menunjukkan banyak perempuan dinikahi siri karena tidak memenuhi syarat formal di KUA 

(Bunyamin, 2023:6). Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan perlindungan hukum bagi perempuan 

dan anak. 

 
Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2-10 

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan pengajuan isbat nikah ke 

Pengadilan Agama jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini penting untuk 

memastikan status hukum anak. Pasal 99 ayat (1) KHI juga menyebut anak dari hubungan suami istri 

yang sah tetap dianggap anak sah, meski lahir di luar rahim. Anak hasil nikah siri yang tidak disahkan 

melalui isbat nikah sering kali tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, terutama saat 

dewasa atau saat pewarisan (Marlina dkk., 2023:1169). Meski sah menurut agama, perkawinan siri 

dianggap tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat. Fatwa MUI 2006 menyatakan bahwa 

nikah siri sah menurut agama, begitu pula anaknya. 

Dalam hukum Islam, anak luar nikah adalah anak hasil zina, sedangkan dalam hukum perdata 

(Pasal 272 KUHPerdata), anak luar nikah juga mencakup anak hasil perkawinan tidak tercatat. 

Artinya, anak dari nikah siri bisa masuk kategori anak luar nikah secara hukum negara. Akibat tidak 

adanya isbat nikah, anak dari nikah siri kerap tidak diakui secara hukum dan mengalami diskriminasi 

dalam keluarga, terutama dalam hal waris (Alfahizal dkk., 2024:28). Oleh karena itu, pengajuan isbat 

nikah sangat penting agar perkawinan diakui secara hukum dan anak-anak dari perkawinan tersebut 

juga memperoleh perlindungan hukum (Alfahizal dkk., 2024:31). 

 
Konsekuensi Yuridis Pada Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri 

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Hak Waris Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 

Hukum waris dalam Islam mengatur proses peralihan harta peninggalan seseorang kepada 

ahli waris yang masih hidup. Ilmu waris, atau faraid, mengatur bagian-bagian yang telah ditentukan 

bagi masing-masing ahli waris. Fokus utama hukum waris adalah memberikan bagian harta kepada 

ahli waris yang sah menurut hukum Islam. 
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Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama dalam pembagian 

warisan bagi umat Islam. Pasal 185 KHI menegaskan bahwa anak kandung berhak mendapat bagian 

dari harta peninggalan orang tuanya, termasuk yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum Islam. 

Pembagian warisan mempertimbangkan jenis kelamin dan jumlah anak. Anak perempuan tunggal 

mendapat setengah, sedangkan dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga. Anak laki-

laki mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sebagaimana Pasal 176 KHI. Ketentuan ini 

mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar pada laki-laki dalam keluarga. 

Secara sosial dan psikologis, pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi anak- anak 

dalam keluarga, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan siri. Islam mengakui anak dari 

perkawinan siri sebagai anak sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga berhak atas warisan 

dari kedua orang tuanya. Namun, jika tidak tercatat secara negara, dapat menimbulkan persoalan 

hukum yang memerlukan pengesahan nikah melalui itsbat nikah di pengadilan agama. 

Dengan demikian, ketentuan KHI berperan penting dalam menjamin hak anak atas warisan, 

baik anak kandung maupun anak dari hubungan siri dan anak angkat. Hal ini menjadi bukti bahwa 

hukum Islam di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kepastian 

hukum secara manusiawi. 

 
Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Putusan MK Nomor 46/PUU- 

VIII/2010 terhadap Anak 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa apabila suatu 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama. Isbat nikah ini penting untuk memperoleh kepastian hukum, terutama terkait status hukum 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 99 ayat (1) KHI menyatakan bahwa anak yang lahir 

dari perkawinan yang sah, termasuk yang terjadi sebelum akad nikah secara resmi, tetap diakui 

sebagai anak sah. 

Namun, KHI belum mengatur secara rinci perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari 

perkawinan siri. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum Islam. 

Sementara itu, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014) tidak membedakan status anak 

berdasarkan asal usul perkawinan. Artinya, anak dari perkawinan siri secara prinsip harus 

diperlakukan sama dengan anak sah dalam hal perlindungan dan hak hukum. 

Sayangnya, banyak anak hasil perkawinan siri yang tidak diajukan isbat nikahnya hingga 

mereka dewasa atau bahkan hingga salah satu orang tuanya meninggal dunia. Akibatnya, mereka 

tidak memiliki hubungan perdata yang sah dengan orang tua, terutama ayah biologisnya. Hal ini 

berdampak pada hilangnya hak waris dan perlindungan hukum lain, termasuk pengakuan identitas 

secara resmi dalam catatan sipil. 

Kedudukan anak dalam perkawinan sangat penting diakui secara hukum karena mereka 

adalah penerus keturunan dan berhak atas status hukum yang jelas dari kedua orang tuanya. Secara 

agama, anak dari nikah siri tetap dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan 

menurut syariat Islam. Namun, dari sisi hukum negara, perkawinan siri tidak diakui karena tidak 

tercatat di instansi resmi, dan dengan demikian, anaknya pun tidak otomatis diakui sebagai anak sah 

menurut hukum positif. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tahun 2006 menyatakan bahwa perkawinan 

siri tetap sah menurut agama, demikian pula anak hasilnya tetap anak sah. Namun, tetap ada 
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perbedaan pandangan antara norma agama dan hukum negara. KHI memang mengakui perkawinan 

siri sebagai sah secara agama, sebagaimana Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi hukum nasional mengharuskan pencatatan resmi agar 

suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. 

Dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar 

perkawinan yang sah, atau anak zina. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak luar nikah mencakup 

anak dari hubungan tanpa pernikahan sah secara hukum negara, termasuk anak hasil nikah siri. 

Dengan demikian, meskipun secara agama seorang anak sah, secara hukum negara ia tetap bisa 

dikategorikan sebagai anak luar nikah bila perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. 

Banyak anak hasil nikah siri di Indonesia tidak diakui secara hukum oleh orang tuanya karena 

ketiadaan isbat nikah, yang baru diajukan setelah anak dewasa atau orang tua meninggal. Akibatnya, 

mereka tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayahnya dan tidak berhak atas warisan. 

Anak-anak ini juga sering mengalami diskriminasi dari keluarga besar, terutama dalam hal warisan. 

Bahkan setelah akta nikah dibuat dan status hukum orang tua diperbaiki, tidak jarang anak tersebut 

tetap diperlakukan berbeda. 

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, sangat penting bagi 

orang tua mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Dengan demikian, perkawinan akan diakui 

secara hukum dan anak akan mendapatkan status hukum yang sah. Setelah isbat dikabulkan, anak dari 

perkawinan siri dapat diakui sebagai anak sah dan berhak atas perlindungan hukum serta hak waris 

dari orang tuanya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 KHI dan ketentuan hukum waris Islam 

secara umum, yang menempatkan pentingnya kejelasan status anak dalam pembagian harta 

peninggalan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai hasil penelitian diatas, maka 

dari penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Status  Anak  dari  Perkawinan  Siri  dalam  Hukum  Indonesia Dalam 

hukum positif Indonesia, anak hasil perkawinan siri pada awalnya hanya diakui memiliki 

hubungan perdata dengan ibunya, sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, hubungan hukum dengan ayah biologis, seperti 

nafkah, perwalian, dan waris, tidak otomatis diakui. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan tersebut, sepanjang hubungan biologis 

dapat dibuktikan secara sah melalui alat bukti seperti tes DNA, pengakuan ayah, atau bukti 

lain yang mendukung. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan ini masih menghadapi 

kendala, khususnya dalam pembuktian di pengadilan apabila ayah menolak tes DNA atau 

pengakuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri masih 

perlu diperkuat agar hak-hak anak dapat dijamin secara adil. 

2. Konsekuensi Yuridis terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri Putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting terhadap hak waris anak dari 

perkawinan siri. Sebelumnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, 

sehingga tidak berhak mewarisi harta ayah biologisnya. Putusan MK ini memperluas cakupan 

hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis, termasuk dalam hal waris, selama 

dapat dibuktikan secara sah. Putusan ini telah menjadi dasar dalam sejumlah putusan 
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pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 282/Pdt/2016/PT SMG dan 

Putusan Pengadilan Agama Sorong No. 125/Pdt.P/2022/PA.Sor, yang mengakui hak waris 

anak dari perkawinan siri. Namun, penerapan putusan tersebut masih menemui kendala, 

terutama dalam aspek pembuktian. Jika ayah biologis menolak pengakuan atau tes DNA, 

anak akan kesulitan memperoleh haknya. Karena itu, dibutuhkan regulasi dan mekanisme 

hukum yang lebih kuat agar perlindungan hak anak, termasuk hak waris, benar-benar 

terpenuhi secara adil. 

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 

1. Penguatan Regulasi dan Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Siri 

Pemerintah perlu mendorong pencatatan setiap perkawinan, termasuk perkawinan siri, guna 

menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebaiknya 

direvisi agar lebih tegas memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari 

perkawinan siri. Ini mencakup penguatan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis, 

sehingga tidak hanya terbatas pada ibu. Regulasi terkait hak waris anak luar kawin yang diakui 

juga harus dijelaskan lebih rinci. Hukum positif harus memastikan tidak ada celah hukum yang 

merugikan anak dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. 

2. Peningkatan Kesadaran dan Penguatan Peran Lembaga Negara Sosialisasi dan 

edukasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 perlu 

ditingkatkan, terutama di masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan siri. 

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, harus proaktif memastikan pemenuhan hak anak dari perkawinan siri. 

Harmonisasi aturan antara Undang- Undang Perkawinan dan KHI menjadi sangat penting, 

terutama terkait hak waris anak luar kawin. Mekanisme pewarisan dan pembuktian 

hubungan biologis juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. 

Pengadilan memegang peran krusial dalam memfasilitasi pembuktian biologis dan 

memberikan kepastian hukum. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga negara seperti 

Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Agama perlu 

ditingkatkan untuk memastikan implementasi Putusan MK berjalan efektif. Evaluasi dan 

revisi aturan hukum menjadi penting agar prinsip perlindungan hak anak benar- benar 

terlaksana, termasuk bagi anak hasil perkawinan siri atau hubungan di luar nikah. 
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